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P E N E T A P A NP E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN.Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri  Martapura yang memeriksa dan mengadili  perkara perdata

Permohonan  pada  pengadilan  tingkat  pertama,  telah memberikan  Penetapan  sebagai

berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : MULKANI ABDUL GANI MASAID

Tempat/tanggal lahir : Binuang, 19 Juni 1977

Alamat : Jalan Kubah RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Kenanga 

Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan

yang diajukan oleh Pemohon ;

- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam

persidangan ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal 26  Juli

2021  yang  diterima  dan  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Martapura  pada

tanggal 26 Juli 2021 dengan Nomor Register : 41/Pdt.P/2021/PN.Mtp, telah mengajukan

Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah  anak dari suami isteri  H. ABDUL GANI dan SAMINAH

yang menikah pada tanggal 11 Maret 1973 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

C4/297/III/1987 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang. Yang

lahir pada tanggal 19 Juni 1977; 

2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat

dalam Kutipan  Akta Kelahiran Nomor  6305 AL.2009 00 1222  pada Dinas  Catatan

Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 07 Mei 2009;
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3. Bahwa  alasan  Pemohon  untuk  mengganti Nama pada  akta kelahiran Pemohon

tersebut  adalah  untuk  menyamakan  data  dengan  Izasah  Pemohon  oleh  sebab  itu

maka,  nama sebelumnya  MULKANI  ABDUL GANI  MASAID  diubah  menjadi

MULKANI;

4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

sesuai  dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2006 sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal

53 huruf a;  

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul  dari  permohonan ini akan ditanggung oleh

Pemohon ;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas  mohon  kiranya  Bapak  /  Ibu  Hakim

Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang

amarnya berbunyi sebagai berikut  :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti  NAMA pada Akta Kelahiran

Pemohon 6305 AL.2009 00 1222 atas nama MULKANI ABDUL GANI MASAID

diubah menjadi MULKANI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan  ganti NAMA pada

akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten  Banjar  paling  lambat  30  (tigapuluh)  hari  sejak  diterimanya  salinan

PENETAPAN Pengadilan  Negeri  ini  oleh  Pemohon  guna  dicatatkan  dalam buku

register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan surat-surat bukti  yang telah dibubuhi materai  yang cukup dan pula telah

disesuaikan dengan aslinya berupa : 
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1. Fotocopy  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  6305  Al.2009  00  1222  atas  nama

MULKANI ABDUL GANI MASAID tertanggal 7 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, sesuai dengan

aslinya dan diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : C4/297/III/1987 tertanggal 11 Maret 1973

antara H. ABDUL GANI dengan SAMINAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda

P-2;

3. Fotocopy  Kartu  Keluarga  Nomor  6303051703080079  atas  nama  kepala  keluarga

MULKANI ABDUL GANI MASAID, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atas  nama  MULKANI  ABDUL GANI

MASAID, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Martapura Nomor E.IV/o/MA-145/487/96

atas nama MULKANI tanggal 25 Mei 1996, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda

P-5 ;

6. Fotocopy  Surat  Keterangan  Tidak  Pernah  Dipidana  Nomor  :

50/SK/HK/07/2021/PN.Mtp atas nama MULKANI ABDUL GANI MASAID tanggal

26 Juli  2021 yang dikeluarkan  oleh Pengadilan  Negeri  Martapura,  sesuai  dengan

aslinya dan diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy  informasi  debitur  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  atas  nama

MULKANI ABDUL GANI MASAID tanggal 18 Juli 2021, sesuai dengan aslinya

dan diberi tanda P-7 ;

8. Surat  Keterangan  Permohonan  Perubahan  Nama  atas  nama  MULKANI  ABDUL

GANI  MASAID  tanggal  30  Juni  2021  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, aslinya dan diberi tanda P- 8;

    Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; 
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1. Saksi 1   RUSLIANSYAH  

- Bahwa saya adalah teman Pemohon ;

- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama IMUL ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemhon ingin merubah nama Pemohon ;

2. Saksi II   DIDI IRFANSYAH  

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon 

- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon selama 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama MULKANI ;

- Bahwab  kemudian  saksi  mengetahui  bahwa  nama  lengkap  Pemohon  adalah

MULKANI ABDUL GANI MASAID ;

- Bahwa  Pemohon  ingin  merubah  namanya  menjadi  MULKANI  karena  ingin

menyamakan dengan ijazah sekolahnya ;

Menimbang,  bahwa selanjutnya  Pemohon tidak  akan mengajukan  apa-apa  lagi

dan mohon untuk penetapan; 

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  segala

sesuatu  yang  termuat  dalam  berita  acara  perkara  permohonan  ini  dianggap  secara

keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG  HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama

Pemohon  dalam  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  6305  Al.2009  00  1222  atas  nama

MULKANI  ABDUL GANI  MASAID tertanggal  7  Mei  2009  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Tapin yang sebelumnya

tercatat  dengan  nama  MULKANI  ABDUL  GANI  MASAID  dirubah  menjadi

MULKANI;
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Menimbang,  bahwa  guna  mendukung  dalil  permohonannya  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi,

semua bukti  surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai  yang cukup

sedangkan  saksi  yang  diajukan  dipersidangan  telah  didengar  keterangannya  dibawah

sumpah  sehingga  bukti-bukti  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam

permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk dan

Catatan Sipil   Tentang Administrasi  Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3 dan P-4 alamat Pemohon

adalah Jalan Kubah RT.002 RW.001 Kelurahan Murung Kenanga Kecamatan martapura

Kabupaten  Banjar  yang  masih  termasuk  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri

Martapura, maka  Pengadilan  Negeri  Martapura berwenang  untuk  memeriksa  dan

mengadili Permohonan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  P-1  nama  Pemohon  didalam  akte

kelahirannya  bernama  MULKANI  ABDUL  GANI  MASAID  namun  karena  ingin

menyamakan  nama  Pemohon  dengan  Ijazah-ijazah  Pemohon  maka  Pemohon

menginginkan  agar  nama  Pemohon  dalam  kutipan  akta  kelahiran  dirubah  menjadi

MULKANI ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keadaaan-keadaan tersebut  di  atas, Pemohon

dengan  alasan  tersebut  mengajukan  permohonan  perubahan  nama  pada  kutipan  Akta

kelahiran  kepada  Hakim  Pengadilan  Negeri  Martapura  agar  diijinkan  melakukan

perubahan  nama  pada  Kutipan  Akta  Kelahiran  Pemohon,  yang  sebelumnya  bernama

MULKANI ABDUL GANI MASAID dirubah menjadi MULKANI ;

Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  penggantian  nama

dimungkinkan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  ataupun  adat  masyarakat

setempat atau norma-norma sosial; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  dan  keterangan  Para  saksi  di  dalam

persidangan, nama MULKANI menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan

dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka

dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang

tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat  Indonesia pada umumnya dan

masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-

norma sosial  lainnya,  oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk meminta  ijin

perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Hakim  Pengadilan  Negeri

berpendapat  maksud  Pemohon  untuk  merubah  atau  mengganti  nama  Pemohon  yang

semula  bernama  MULKANI  ABDUL  GANI  MASAID  menjadi  MULKANI  adalah

cukup beralasan  dan tidak  bertentangan  dengan  hukum dan peraturan-peraturan  yang

berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk Dan Pencatatan  Sipil,

dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana

atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Sipil,  dinyatakan  bahwa pejabat  pencatatan  sipil  pada  instansi  pelaksana  atau  UPTD

Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan

akta catatan sipil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  52 ayat  (2) Undang-Undang  Nomor 23

Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya  salinan  penetapan  Pengadilan  Negeri  oleh  Penduduk,  dan  berdasarkan

laporan  tersebut  Pejabat  Pencatatan  Sipil  membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
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Menimbang,  bahwa demi  adanya kepastian  hukum mengenai  perubahan  nama

Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk Dan Pencatatan  Sipil,

maka  perlu  diperintahkan  kepada  Pemohon untuk melapor  kepada Instansi  Pelaksana

yang  menerbitkan  akta  pencatatan  sipil  yang  dalam  hal  ini  adalah  kantor  Dinas

Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten Tapin paling lambat  30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya  pegawai Dinas Kependudukan

dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Tapin  berdasarkan  laporan  tersebut  agar  segera  setelah

salinan  resmi  Penetapan  ini  ditunjukkan  kepadanya  untuk  mencatat  perubahan  nama

pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan; 

Menimbang,  bahwa  sebagai  konsekuensi  karena  permohonan  merupakan

yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara

ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25

tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M  E  N  E  T  A  P  K  A  N 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama Pemohon di

dalam  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  6305  Al.2009  00  1222  atas  nama

MULKANI ABDUL GANI MASAID tertanggal 7 Mei 2009 yang dikeluarkan

oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tapin

sebelumnya tercatat dengan nama MULKANI ABDUL GANI MASAID dirubah

menjadi MULKANI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat

pencatat  pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin

untuk dibuat  catatan  pinggir  pada  Register  Akta Pencatatan  Sipil  dan  Kutipan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta  Pencatatan  Sipil  sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku paling  lambat  30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

4. Membebankan Pemohon  untuk membayar biaya perkara   permohonan sejumlah

Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Demikian  ditetapkan  pada  hari SELASA  tanggal 3  AGUSTUS  2021,  oleh

RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum  pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

tersebut,  dengan dibantu oleh RUDY PRAYITNO, SH. MM.  Panitera Pengganti  pada

Pengadilan Negeri Martapura, dan dihadiri oleh Pemohon ;

 Panitera Pengganti,           Hakim, 

    (  RUDY PRAYITNO, SH. MM.)                        (RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00

- ATK : Rp.   50.000,00

- Panggilan : Rp.            -

- Redaksi : Rp.    10.000,00

- Materai : Rp.      10  .000,00  

Jumlah : Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)
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